
BI'PATI BARITO SELITTAN
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAII BUPATI BARITO SELIITAN
NOMOR 188.45/ 6S 12oi22

TENTANG

I(ETETAPAN MINIMAL PA"'AK BUMI DAII BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEIT BARITO SELATAN

TAIIUil 20/22

Menimbang : a.

BUPATI BARITO SELIITAN,

bahwa Ketetapan PAiak Bumi dan Bangunan (PBB) Minimal
pada dasarnya adalah ketetapan atas besarnya PBB Sektor
Perdesaan dan Perkotaan yang Wajib dibayar oleh Wajib
Pajak meskipun berdasarkan perhitrrngan Pajak setelah
dikurangi dengan Nilai JuaI Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) adalah sarna dengan not dan/atau kurang dari
Ketetapan Minimal tersebut;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum,
keadilan bagi wajib pajak dan stabilitas dalam penentuan
ketetapan minimal PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan,
maka perlu menetapkan ketentuan mengenai ketetapan
minimal PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Ketetapan
Minimal PEak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan Di Kabupaten B,anto Selatan Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2a tahun 2AO7 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2AAA tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat : 1.
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b.

c.

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kaliterakhirdenganUndang.UndangNomorgTahun2aTS
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;

S.Undang-UndangNomorlTahun2}2ztentangHubungan
Keuangan antara Pemerintah h.rsat dan Pemerintah

Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan

KepalaDaerahataudibayarsendiriolehWajibPajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2o2t tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
g. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor }LS|PMK.AT|}OLO, dan Nomor 58 Tahun

2OtO tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak

Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2

TahunzotgtentangPajakBumidanBangunanSektor
Perdesaan dan Perkotaan;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah KabuPaten Barito Selatan;

Ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7

Tahun 2o2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7O Tahun 2013

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

13. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 75 Tahun 2013

tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual objek Pajak

sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

14. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 39 Tahun 2016

tentangKedudukan,SusunanOrganisasi,Ttrgasdan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan :

Nilai Minimal Pqiak Bumi dan
dan Perkotaan di KabuPaten
adalah Rp. 10.0OO,OO (SePuluh

Bangunan Sektor Perdesaan
Barito Setatan Tahun 2022
Ribu Rupiah).

KESATU



KEDUA

KETIGA

Nilai $ebagaimana dimaksud pada DikrP KESATU

merupakan Jumtatr Ketetapan PBB minimal yang wajib

dibayar oletrr wqiib P4iak 
-atas objek PBB yang dimiliki,

dikriasai, dan atau dimanfaatkan, YmB pada 9a1t
penetapannya memiliki nilai kurang dari Rp. 10.000,00

{Sepuluh Ribu Ruplah)-

Keputusan ini mulai berlakr: pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Buntok


